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Indonesia sebagai negara hukum memerlukan pembangunan guna 
mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk 
dalam hal pembangunan ketenagakerjaan. Di era globalisasi yang terjadi di 
Indonesia ini, tidak dapat dihindari adanya penggunaan Tenaga Kerja Asing 
(TKA). Pemberian izin penggunaan TKA dimaksudkan agar dilaksanakan secara 
selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja secara optimal. Selanjutnya 
untuk memberikan izin dalam mempekerjakan TKA, diperlukan pengawasan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan 
Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, prosedur penggunaan tenaga 
kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan 
tenaga kerja asing. Kedua tinjauan hukum Islam terhadap prosedur penggunaan 
tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang 
penggunaan tenaga kerja asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk 
mengetahui tentang penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan 
Presiden No 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing dan untuk mengetahui 
tentang penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Presiden No 20 
tahun 2018 tentang tenaga kerja asing di tinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian 
ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research),  
dan sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif dan deskritif-
analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder yang diperoleh dari referensi, buku-buku yang berkaitan 
dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama,  
Prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 
tahun 2018 diatur dalam pasal 10 yang berbunyi setiap pemberi Kerja TKA yang 
menggunakan TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
(RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya 
memuat: alasan penggunaan TKA, jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam 
struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, dan penunjukan 
tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. Kedua, 
tinjauan hukum Islam terhadap prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan hukum 
Islam, sebab di dalam siyasah dauliyah, istilah musta’min juga dapat digunakan 
untuk orang-orang Islam dan ahl al-dzimmi yang memasuki wilayah dar al-harb 
dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini 
diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke 
dar al-Islam sebelum izinnya habis. Dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 
juga demikian, TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapat izin terlebih 
dahulu, apabila izinnya habis bias diperpanjang atau kembali ke negara asalnya. 
  
   
   
 MOTTO 
 
                      
       
“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan 
kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar 
Firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempatyang  
aman baginya. demikian itu disebabkan mereka 
kaum yang tidak Mengetahui.” 
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      Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tenaga Kerja 
Asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing”. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul 
penelitian ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah, yaitu: 
1. Tinjauan Hukum Islam  
a. Tinjauan menurut bahasa berasal dari kata tinjau, yaitu berarti pandangan 
atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.
1
 
b. Hukum Islam menurut T.M Hasbi Ashshiddiqi adalah koleksi para ahli 
hukum (fuqoha) untuk menetapkan syariat atas kebutuhan mayarakat.
2
 
      Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam adalah pandangan 
hukum Islam sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah. 
2. Tenaga Kerja Asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 
a. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah adalah warga 




b. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tentang Tenaga Kerja 
Asing 
                                                             
       
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, 1990, h. 951 
       
2
 Hasby Ash-Shiddqy, Falasafah Hukum Islam(Bulan Bintang, Jakarta, 1975), h. 44. 
       
3
 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018.Tentang penggunaan tenaga kerja asing Pasal 1 
        Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yaitu warga Negara asing 
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 
       Berdasarkan penegasan judul diatas, maka yang dimaksud dengan judul 
skripsi ini adalah pandangan hukum Islam terhadap penggunaan warga Negara 
asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia menurut 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. 
B. Alasan memilih Judul 
Alasan memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut 
1. Objektif 
       Penulis ingin menganalisis tentang penggunaan tenaga kerja asing di 
Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus 
di televise atau media sosial digital maupun cetak terhadap penggunaan 
tenaga kerjaa sing yang di anggap sangat merugikan masyarakat setempat. 
2. Subjektif 
a. Menurut hemat penulis permasalahan ini belum ada yang membahasnya, 
khususnya di Fakultas Syari‟ahUniversitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung, selain itu sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan strata 
satu dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai 
mahasiswa Fakultas Syari‟ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah 
Syar‟iyyah). 
 b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga peneliti 
berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan 
waktu yang di rencanakan. 
C. Latar Belakang 
        Hubungan Negara dan warga Negara ibarat ikan dan airnya. Keduanya 
memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai 
dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin, melindungi seluruh 
warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.
4
 Secara jelas dalam amandemen 
UUD 1945 Pasal 34, disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar 
dipelihara oleh negara (ayat 1); Negara mengembangkan sistem jaminan sosial 
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusian (ayat 2); Negara bertanggung 
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan 
umum yang layak (ayat 3).
5
 
Dalam Pasal 27 ayat 2 berbunyi: 




Dalam Pasal 28D ayat 2 berbunyi: 
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja.
7
 
                                                             
       
4
 A. Ubaidillah& Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan; Pancasila, Demokrasi, HAM, 
dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 130. 
       
5
 UUD NRI 1945 Pasal 34 Ayat 1-3 
       
6
 UUD NRI 1945 Pasal 28E Ayat 2 
       
7
 UUD NRI 1945 Pasal 28E Ayat 2 
        Di negara ini, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, dari yang 
ingin menjadi karyawan kantor/pabrik, guru, dokter, sampai jadi presiden pun 
semua diperbolehkan. Dengan lapangan kerja yang terbatas, maka tentu saja 
lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung banyaknya angkatan 
kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan. Maka, bukan tidak mungkin akan 
terjadi pengangguran di mana-mana. Padahal orang harus bekerja untuk bisa 
hidup sejahtera lahir dan batin.
8
 
       Di era globaisasi, Indonesia yang merupakan negara besar dengan potensi 
Sumber Daya Alam yang memadai, ditambah SDM yang banyak, Indonesia 
berpotensi menjadi negara tujuan investasi. Tapi jika tidak, diikuti dengan 
kemampuan dan mentalitas tenaga kerja lokal yang memadai, potensi itu 
hilang. Bukan hanya produk yang diimpor, tenaga kerja pun harus 




       Apa yang sekarang disebut  “Globalisasi” pada dasarnya bermula dari 
awal abad ke-20 M, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika mulai 
memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Disamping 
pertambahan dan percepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula 
secara cepat gagasan modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, 
kapitalisme, demokrasi, juga industri dan perusahaan media masa.
10
 
                                                             
       
8
 Suroto, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 1992), h. 21. 
       
9
 Ibid, h. 22  
       
10
 Muhammad TholhahHasan, Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman (Jakarta: 
Lantabora Press, 2005), h. 212. 
        Kapitalis ialah hubungan-hubungan diantara para pemilik pribadi atas alat-
alat produksi yang bersifat non-pribadi (tanah, tambang, instalasi industry dan 
sebagainya, yang secara keseluruhan disebut modal atau capital) dengan para 
pekerja yang biarpun bebas namun tak punya modal, yang menjual jasa tenaga 
kerjanya kepada para majikan.
11
 
       Indonesia sebagai negara hukum memerlukan pembangunan guna 
mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk 
dalam hal pembangunan ketenagakerjaan. Menghadapi perkembangan dunia 
dengan kecanggihan teknologi dan informasi berpengaruh pula di sektor 
ekonomi di mana globalisasi ekonomi telah diprogramkan dalam agenda 
pembangunan nasional dengan menciptakan lapangan kerja untuk 
kesejahteraan rakyat dalam rencana perbaikan iklim ketenagakerjaan.  
        Menyadari sedalam-dalamnya bahwa pembangunan yang dilaksanakan 
oleh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia 
seutuhnya dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya diperlukan penataan 
kembali berbagai segi kehidupan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi 
umumnya, khususnya di dalam hubungan perburuhan.
12
 
       Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, tenaga kerja juga meningkat. 
Tingginya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor utama 
kelebihan tenaga kerja secara umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 
Penciptaan lapangan kerja adalah sasaran pokok pemerintah dalam agenda 
                                                             
       
11
 Dudley Dillard, Kapitalisme Dulu dan Sekarang, terj. M. Dawam Rahardjo (Jakarta: 
LP3ES, 2004), h. 15. 
       
12
 Ramdlon Naning, Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2003), h. 183 
 meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain pemerintah juga tidak 
dapat menutup mata, di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat 
menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja.13 
       Dalam era globalisasi yang terjadi di Indonesia ini, tidak dapat dihindari 
adanya penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut TKA), pada 
prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan 
dalam 2 hal, yakni TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan/atau 
membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how. 
Selain karena kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak diperkenankan 
menggunakan TKA dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari 
Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia).14 
      Globalisasi tidak hanya menyebabkan perputaran investasi dan informasi 
secara cepat saja, tetapi juga menyangkut kepada masalah tenaga kerja. 
Derasnya arus migrasi tenaga kerja pada dasarnya merupakan resultan dari tiga 
kondisi yang berbeda di masing-masing negara maju, negara industri baru dan 
negara miskin dan berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara 
maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang 
lebih baik lagi. Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi 
menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketrampilan harus 
didatangkan dari negara maju, sedangkan untuk pekerjaan yang lebih 
mementingkan otot datang dari negara miskin dan berkembang. Kehadiran para 
                                                             
      
13
 G.Karta Sapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Jakarta: Bina 
Aksara, 2004), h. 46 
      
14
 C. Sumarprihatiningrum, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Jakarta: HIPSMI, 
2006), h. 57 
 tenaga kerja yang memakai otot tidak hanya karena adanya pengiriman dari 
negara asal melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju 




      Negara-negara yang miskin dan berkembang, kesulitan mendapatkan 
pekerjaan dan upah yang rendahlah yang mendorong terjadinya migrasi tenaga 
kerja. Tujuan penggunaan TKA tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi 
oleh Tenaga Kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional 
dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan tekonologi, serta 
meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia 
walaupun pada kenyataanya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik 
itu perusahaan- perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib 
menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.
16
 
      Untuk menghindari penggunaan Tenaga kerja asing yang berlebihan, maka 
pemerintah mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga 
kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan 
kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa 
tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat membebaskan diri dari 
keterlibatan dengan negara lain. Karena antara negara-negara tersebut terdapat 
adanya suatu keterkaitan dalam melaksanakan kepentingan masing-masing. 
                                                             
      
15
 Ibid. h. 60 
      
16
 Ibid. h. 61. 
 Berdasarkan hal tersebut timbullah suatu hubungan yang tetap dan terus 
menerus antara negara-negara yang bersangkutan.
17
 
      Ada beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan TKA yakni adanya 
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, kondisi pasar dalam 
negeri, kebutuhan investasi, kesepakatan internasional dalam liberalisasi kerja 
pasar bebas. Kebijakan pengguna TKA tidak boleh mengabaikan perlindungan 
terhadap kesempatan kerja lokal sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 
dan Pasal 28 D Amandemen UUD 1945. 
Dalam Pasal 27 ayat (2) berbunyi: 
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi manusia. 
Dalam Pasal 28D berbunyi: 
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum. 
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintah. 
      Sementara pekerja/buruh dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain.
18
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 Narsif, Hukum Diplomatik Konsuler (Padang, Universitas Andalas, 2007), h 1.  
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 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 3 
       Para pekerja yang bekerja di negara Indonesia selain warga asli juga 
terdapat orang asing dari negara lain yang biasanya disebut TKA. Sementara 




      Pemberian izin penggunaan TKA dimaksudkan agar dilaksanakan secara 
selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja secara optimal. Selanjutnya 
untuk memberikan izin dalam mempekerjakan TKA, diperlukan pengawasan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan 
Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
Pengertian tentang izin kerja pada prinsipnya adalah izin yang diberikan oleh 
Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan tertentu 
untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dengan menerima upah 
dan waktu tertentu. 
       Islam memandang “kerja” sebagai hal yang luhur dan bahkan 
menempatkannya sebagai salah satu wujud ibadah, selama niatnya benar dan 
prakteknya tidak menyalahai aturan Allah. Islam memberi motivasi dan 
rangsangan yang kuat kepada orang yang suka kerja dengan baik. Bukan hanya 
keuntungan dunia tetapi juga pahala ukhrawi. Islam sejak awal 
pertumbuhannya, sudah membina lingkungan sosio cultural yang “cipta kerja” 
sebagai bagian dari perintah agama.
20
 
       Pandangan dan sikap Islam terhadap kerja apabila kita mengikuti nash-
nash Qur‟aniyah maupun sunnah Nabawiyah, maka pemakaian kata “al-Amal”, 
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 tidak hanya memberikan konotasi pada amal ibadah makhdloh, tetapi juga 
amal-amal yang berbobot iqtishodiyah (ekonomis) dan ijtima’iyah (social), 
seperti dalam  surat Yasin ayat 34 yaitu mensyukuri nikmat menuntut adanya 
upaya menjaga kelestarian nikmat itu, 
21
 
                     
Artinya: Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami 
pancarkan padanya beberapa mata air. (Q.S. Yasin (36): 34).
22
 
       Dalam surat an-Nahl ayat 93 yaitu memberikan isyarat tentang tanggung 
jawab terhadap pekerjaan, 
  ه
ّٰللٱ
                 
  
Artinya: Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu 
umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya 
dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan 
Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu 




       Sementara dalam surat al-Jumu‟ah ayat 10 menjelaskan bahwasanya di 
ayat tersebut diatur dengan baik, antara kerja yang bersifat ritual seperti shalat 
dan kerja yang bersifat ritual seperti shalat dan kerja yang bersifat komersial. 
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   ه
ّٰلل                
Artinya: Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa 
yang ada di bumi. Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. (Q.S. al-Jumu‟ah (62): 10).24 
 
       Dalam pandangan Islam, umumnya para ulama sepakat, bahwa industri 
(shina’at) dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, 
hukumnya fardhu kifayah. Imam Al-Ghazali dalam bukunya “Ihya Ulumiddin” 
dalam jilid II menyatakan: “Bahwa yang termasuk fardlu kifayah adalah semua 
pengetahuan dan profesi yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan hidup di 
dunia, seperti kedokteran, hisab, dasar industri dan politik”.25 
       Dan Ibnu Taimiyah dalam bukunya ”Al-Hisbah” mengatakan: “lebih dari 
seorang pengikut Imam Syafi‟I, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Seperti 
Abu Hamid Al-Ghazali, Abi Al-Faraj, Ibnu Al-Jauzi dan lainnya mengatakan, 
bahwa pertanian, pertekstilan, konstruksi bangunan (al-filahah wa al-nisajah 
wa al-binayah) adalah termasuk fardlu kifayah, karena kemaslahatan hidup 
manusia tidak mungkin sempurna tanpa adanya keahlian dan profesi 
tersebut”.26 
       Dengan demikian, bahwa Islam memandang “kerja” sebagai hal yang 
luhur dan bahkan menempatkannya sebagai salah satu wujud ibadah, selama 
niatnya benar dan prakteknya tidak menyalahi aturan Allah, Islam memberi 
motivasi dan rangsangan yang kuat kepada orang yang suka kerja dengan baik, 
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 bukan hanya dengan keuntungan dunia tetapi juga pahala ukhrowi, dan Islam 
sejak awal pertumbuhannya, sudah membina lingkungan sosio kultural yang 
“cipta kerja” sebagai bagian dari perintah agama.27 
D. Fokus Penelitian 
       Fokus penelitian yang akan di teliti adalah tinjauan hukum Islam terhadap 
tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang 
penggunaan tenaga kerja asing, sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang 
terlalu lebar dan meluas. 
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan 
Presiden Nomor 20 tahun 2018? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur penggunaan tenaga 
kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018? 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui tentang prosedur penggunaan tenaga kerja asing 
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga 
kerja asing. 
b. Untuk mengetahui tentang prosedur penggunaan tenaga kerja asing 
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga 
kerja asing di tinjaudari hukum Islam. 
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 G. Signifikansi Penelitian 
1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan 
informasi di Fakultas Syari‟ah dan diharapkan sebagai sumbangsih 
pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan 
hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang tenaga kerja 
asing. 
2. Secara prakstis penelitian ini dalam memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat tentang penggunaan tenaga kerja asing serta untuk memenuhi 
syarat akademik. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
      Penelitian ini merupakan Library Research yaitu “Penelitian yang 
dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai 
literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan bahan pokok bahasan, 
kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara 
teoritis”28 
       Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitan hukum Yuridis 
Normatif. Adapun bentuk penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.
29
 Dan 
Deskritif-Analitis, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang 
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2. Sumber Data 
       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 
a. Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
31
Sumber primer yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1) Al-quran dan Hadits 
2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 
3) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 
b. Data sekunder 
       Sumber tidak diperoleh secara langsung antara lain mencangkup 
dokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder diperoleh dari referensi, 
buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3. Metode Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik kepustakaan yaitu: “Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan 
dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau 
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 bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan 
dituang dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.32 
4. Metode Pengolahan Data 
       Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan berdasarkan 
sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelohan data yang 
diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan 
permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul. 
b. Penandaan data (coding) yaitu member catatan data yang dinyatakan 
jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur‟an dan hadits, 
atau buku-buku literature lainnya yang  relavan dengan penelitian. 
c. Sistematika data yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah.
33
 
5. Analisis Data 
       Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif 
dengan pendekatan berfikir secara dedukatif adalah cara berfikir yang 
berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik 




                                                             
       
32
 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Sesuatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta. 1998), h. 114. 
       
33
 Amiruddin dan Zainal Abidin, Pengatar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Balai Pustaka, 
2006), h. 107 
      
34
 Sugiyono, Memahami Pengertian Kualitatif  (Bandung: Alfabet, 2009), h. 92 
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Konsep Hubungan Internasional dalam Islam 
1. Sejarah Hubungan Internasional dalam Islam 
       Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai 
bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini 
terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. 
Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua 
sumber terpenting dalam hubungan damai antara negara masa itu. 
Walaupun demikian, gejala hubungan antara negara yang sering terjadi 
pada saat itu lebih banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi 
semacam olah raga tahunan bagi suku-suku bangsa tertentu. Dalam 
keadaan demikian, perang menjadi dasar hubungan di antara mereka. 
Setiap negara yang ada selalu dituntut untuk senantiasa mempersiapkan diri 
untuk berperang, baik dengan cara mempersenjatai pasukan ataupun 
membangun benteng perlindungan dari serangan musuh.
35
 
       Di antara berbagai peradaban yang ada di dunia ini dapat dipastikan 
bahwa peradaban yang terdahulu akan memberikan pengaruh kepada 
peradaban yamg datang kemudian. Dengan demikian, maka kebudayaan 
Islam memberikan pengaruh kepada kebudayaan barat yang datang 
kemudian. Selain sentuhan-sentuhan budaya pada waktu damai, terutama 
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 dengan melalui perguruan-perguruan Islam masa itu, seperti sentuhan 
budaya antara Islam dan Barat pada waktu perang, yaitu pada perang salib. 
Islam pada waktu perang memperkenalkan perilaku-perilaku dan 
keperwiraan muslim di dalam perang, baik terhadap musuh, terhadap 




2. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah dauliyah 
       Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan 
istilah siyasah dauliyah. Istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat 
kekuasaan dunia. Penyusunan Konstitusi Madinah dan pembuatan 
perjanjian perdamaian antara pemerintahan Madinah dan kekuasaan-
kekuasaan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan 
konsep siyasah dauliyah. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang 
dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui para petugasnya merupakan 
titik awal konsep siyasah dauliyah.
37
 
       Istilah siyasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang 
memiliki makna masing-masing. Makna kata siyasah adalah mengatur objek 
tertentu untuk tujuan. Adapun kata dauliyah memiliki ragam makna, di 
antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. 
Dari ragam makna kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian Ilmu 
hubungan internasional Islam adalah hubungan antar negara. Oleh karena 
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 itu, siyasah dauliyah adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara 
untuk mengatur hubungan dengan negara lain (antar negara).
38
 
       Sementara menurut Suyuthi Pulungan dalam bukunya Fiqh siyasah: 
Ajaran Sejarah dan Pemikiran, menjelaskan bahwa dauliyah bermakna 
tentang daulat, kerajaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan siyasah 
dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara 
dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi 
tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing.
39
 
       Arti dari ruang lingkup di sini adalah tema-tema yang menjadi kajian 
siyasah dauliyah. Beberapa tema yang dikaji dalam siyasah dauliyah adalah 
sebagai berikut: 
a. Perjanjian Internasional 
b. Perlakuan terhadap tawanan 
c. Kewajiban dan Hak suatu negara terhadap negara lain 
d. Aturan peperangan 
e. Ekstradisi 
f. Pemberian suaka politik dan keamanan 
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 3. Azas-azas Hubungan Internasional Islam 
       Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam siyasah 
dauliyah dan dijadikan ukuran apakah siyasah dauliyah berjalan sesuai 
dengan semangat Islam atau tidak, yaitu sebagai berikut:
41
 
a. Kesatuan Umat Manusia 
       Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda 
warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi 
merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, 
sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan 
kehidupan yang berbahagia, damai, dan sama-sama dari Nabi Adam. 
Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus 
disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan 
masing-masing dan menutupi kekurangan masing-masing.
42
 
       Al-Qur‟an mengisyaratkan tentang kesatuan manusia ini, di 
antaranya Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 213, 
sebagai berikut: 
           ه ّٰللٱ           
                          
                          
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                     
         
Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul 
perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai 
pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka 
Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara 
manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah 
berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah 
didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada 
mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki 
antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-
orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang 
mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah 
selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada 




b. Al-Adalah (Keadilan) 
       Di dalam siyasah dauliyah hidup berdampingan dengan damai baru 
terlaksana apabila didasarikan kepada keadilan baik antara manusia 
maupun diantara berbagai negara, bahkan perang pun terjadi karena 
salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu 
ajaran Islam mewajibkan penegakan keadialan baik terhadap diri sendiri, 
keluarga, tetangga, baik terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak 
adil.
44
 Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 8, yaitu sebagai 
berikut: 
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            ه
ّٰلل         
                      
    ه ّٰللٱ    ه ّٰللٱ        
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 





        Adil adalah tujuan dari negara Islam, adil adalah menegakan agama 
dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik 
umat. Di antara hal yang perlu disebutkan adalah bahwa tujuan dalam 
sistem pemerintahan Islam dan perwujudannya merupakan syarat 
tegaknya pemerintahan ini, atau dalam istilah fiqih Islam yaitu syarat 
awal. Adil juga merupakan syarat keberlangsungan pemerintahan dalam 
sebuah negara Islam atau dalam istilah fikih Islam yaitu syarat abadi.
46
 
c. Al-Muyawah (Persamaan) 
       Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus 
menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajad yang sama. Hubungan 
antarbangsa tidak diperkenankan sedikitpun mempertimbangkan asal 
usul, ras, agama, bahasa dan status sosial dalam menentukan hak 
membangun hubungan internasional. Isi kesepakatan hubungan atau 
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 kerja sama harus menempatkan setiap bangsa dalam posisi sederajad 
dalam hak dan kewajiban.
47
 Allah berfirman dalam surat al-Hujarat ayat 
13, yaitu sebagai berikut: 
                           
             ه
ّٰللٱ        ه
ّٰللٱ      
Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 




d. Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia) 
       Asas kehormatan manusia menghendaki agar satu bangsa tidak 
merendahkan bangsa lainnya. Azas kehormatan menolak terhadap klaim 
superior dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara fitrah. 
Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang 
dalam hubungan internasional.
49
 Adapun ayat Al-qur‟an yang 
menerangkanya yaitu sebagai berikut : 
                            
             
Artinya: Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, 
kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri 
mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka 
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 dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk 
yang Telah kami ciptakan.(Q.S. al-Isyra‟(17): 70)).50 
 
e. Tasamuh (Toleransi) 
       Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan 
atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak 
permusuhan dengan yang lebih baik akan menimbulkan persahabatan 
bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan menetralisir.
51
 Adapun 
ayat Al-qur‟an yang menerangkanya yaitu sebagai berikut : 
                             
             
Artinya: Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah 
(kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba 
orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-





f. Kerjasama Kemanusiaan 
       Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang 
telah dikemukakan di atas, kerja sama disini adalah kerjasama disetiap 
wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerjasama ini diperlukan karena 
adanya saling ketergantungan baik antara individu maupun antar Negara 
dunia ini. Kerja sama merupakan hal yang menguntungkan dalam 
suasana baik dan untuk kebaikan bersama. Bukan untuk bermusuhan. 
Allah akan memberikan kekuatan pada orang yang mau menolong pada 
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 sesama manusia dimana saja. Nabi Muhammad saw mengajarkan dalam 
hubungan sesama manusia harus terjadi adanya ukhuwah insaniyah, 
kesadaran akan perlunya kerjasama dan tolong menolong dalam segala 
bentuk dan cara yang di sepakati yang baik, akan menghilangkan nafsu 
permusuhan, dan saling berebut hidup. Kehidupan individu dan antar 
bangsa akan harmonis apabila di dasarkan pada kerjasama bukan pada 
saling menghancurkan yang satu dengan yang lain.
53
 
       Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan 
dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, 
peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan 
tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai 
hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang Islami, yang bersifat 




1) Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri) 
2) Tidak memperberat dan mempersulit umat (nafy al-haraj) 
3) Menutup akibat negatif (sad al-dzari’ah) 
4) Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih al-ammah) 
5) Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (nash qath’i.) 
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 g. Kebebasan, kemerdekaan/ Al-huriyah 
       Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari 
pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan 
keimanan dan akal sehat. Dengan demikian kebebasan bukanlah mutlak, 
akan tetapi kebebasan yang bertangung jawab terhadap Allah, terhadap 
keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan 
ini bisa di rincikan lebih jau seperti ini : 
1) Kebebasan berpikir. 
2) Kebebasan beragama. 
3) Kebebasan menyatakan pendapat. 
4) Kebebasan menuntut ilmu. 
5) Kebebasan memiliki harta.55 
h. Perilaku moral yang baik 
       Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara 
manusia, antar umat dan antara bangsa di dunia, selain itu prinsip ini pun 
di terapakan seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan 




       Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu sumber hubungan 
internasional itu adalah perjanjian antarbangsa.  Apabila perjanjian yang 
telah di sahkan dan di buat kemudian tidak di tepati, maka kepercayaan 
akan hilang. Dan apabila sudah terjadi krisis kepercayaan, maka 
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 malapetakalah yang akan muncul. Inilah dasar-dasar siyasah di dalam 
hubungan internasional atau siyasah dauliyah, dasar-dasar tersebut 
semuanya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia, 
atau dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka hifdzu al-
Ummah dalam ruang lingkupnya yang paling luas yaitu seluruh manusia 
yang di ikat oleh rasa ukhwah insaniyah di samping umat dalam arti 
komunitas adalah keluarga sakinah.
57
 
B. Pembagian Kewarganegaraan dalam Fiqh siyasah 
       Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagian 
manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ajarannya tetap aktual bagi manusia 
di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi 
manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan secara adil 
tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit, dan agamanya. Berdasarkan 
prinsip ini, maka Islam membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan 
antarmanusia, baik sesama Muslim sendiri maupun non-Muslim. Dengan 
berlandaskan pada agama yang diyakini seseorang, mempertimbangkan negara 
yang menjadi tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan perjanjian dengan 
pemerintah Islam, para ulama fiqh membagi kewarganegaraan seorang Muslim 
dan non-Muslim. Orang non-Muslim terdiri dari al-dzimmi, musta’min, dan 
harbiyun. Penduduk dar al-Islam terdiri dari Muslim, ahl al-dzimmi dan 
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       Istilah Muslim merupakan nama yang diberikan bagi orang yang 
menganut agama Islam. Seorang Muslim meyakini dengan sepenuh hati 
kebenaran agama Islam dalam akidah, syari‟ah dan akhlak sebagai 
aturannya. Di samping itu, ia menentang segala bentuk penyimpangan yang 
dapat mengubah identitas seseorang dari Muslim. Kata Muslim berasal dari 
bahasa Arab, yang berarti “orang yang selamat”. Ini seakar dengan kata 
“Islam” yang berarti menyelamatkan.59 Gelar muslim sendiri langsung 
diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana dalam surat al-Hajj ayat 78, 
yaitu sebagai berikut: 
      ه
ّٰللٱ                  
                          
                          
      ه
ّٰللٱ               
Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang 
sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali 
tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. 
(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah 
menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], 
dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi 
saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas 
segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah 
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 zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah 
Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- 
baik penolong. (Q. S. Al-Hajj (22): 78).
60
 
       Berdasarkan tempat menetapnya, muslim dapat dibedakan antara satu 
dengan yang lain. Pertama, mereka yang menetap di dar al-Islam dan 
mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan dar al-Islam. 
Termasuk ke dalam kelompok ini adalah orang Islam yang menetap 
sementara waktu di dar al-Islam sebagai musta’min dan tetap komitmen 
kepada Islam serta mengakui pemerintahan Islam. Kedua, muslim yang 
menetap di dar al-harb dan tidak berkeinginan hijrah ke dar al-Islam. Status 
mereka, menurut Imam Malik, Syafi‟i dan Ahmad, sama dengan Muslim 
lainnya di dar al-Islam. Harta benda dan jiwa mereka tetap terpelihara. 
Namun menurut Abu Hanifah, mereka berstatus sebagai penduduk 
harbiyun, karena berada di negara yang tidak dikuasai Islam. 
Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin.
61
 
2. Ahl al-Dzimmi  
       Secara etimologis, dzimmi berarti warga negara non-Muslim yang 
menjadi warga negara di negara Islam, tunduk dan patuh terhadap aturan 
Islam. Secara istilah, dzimmi adalah sekelompok orang non-Muslim yang 
hidup (bertempat tinggal) di wilayah yang berada di bawah kekuasaan 
muslim. Makna dzimmi berbeda dengan harbi. Jika istilah harbi yakni orang 
non-muslim yang menentang dan memusuhi Islam. Menurut Sayyid Sabiq, 
dzimmi juga berbeda dengan kaum muahad. Muahad adalah warga non-
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 muslim yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam, baik perjanjian itu 
berisi memohon jaminan keamanan dari orang Islam atau perjanjian 
gencatan senjata yang ditetapkan oleh penguasa Islam, maupun berdasarkan 
kontrak fidyah. Jika ditinjau dari kondisi ini maka perbedaan agama di 
Indonesia dapat dikategorikan menjadi kaum dzimmi (warga non-muslim) 




       Sementara menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul Fiqh 
siyasah, kata ahl al-dzimmi atau ahl al-dzimmah merupakan bentuk tarkib 
idhafi (kata majemuk) yang masing-masing katanya berdiri sendiri. Kata 
“ahl” secara bahasa, berarti keluarga atau sahabat. Adapun kata 
“dzimmi/dzimmah” berarti janji, jaminan, atau keamanan. Dalam pandangan 
al-Ghazali, ahl al-dzimmi adalah setiap ahli kitab yang telah baligh, berakal, 
merdeka, laki-laki, mampu berperang, dan membayar jiizyah. Ibnu al-Juza‟il 
al-Maliki memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Ghazali bahwa 
al-dzimmi adalah orang kafir yang merdeka, baligh, laki-laki, menganut 
agama yang bukan Islam, mampu membayar jizyah dan tidak gila. Al-
„Unqari mempertegas pendapat di atas dengan menyimpulkan bahwa ahl al-




       Menurut  H. A Djazuli  dalam  buku  Fiqih Siyasahnya,  jizyah 
dikatakan  sebagai iuran negara yang diwajibkan  atas  orang ahl al-kitab 
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 setiap satu  tahun  sekali, sebagai  imbangan  membela dan melindungi  
mereka. Jizyah diistilahkan  juga dengan pajak kepala bagi semua orang 
laki-laki non-muslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat. Sedangkan   
jizyah dalam  ilmu   fiqh  berarti   pajak   kepala   atau   pajak perseorangan   
yang   dikeluarkan   terhadap   orang-orang   non-muslim   (ahl  al- zimmah) 
tertentu  yang telah  mengikat  perjanjian dengan pemerintah. Dengan kata  
lain,  jizyah merupakan  pajak  per kepala  yang dipungut  oleh pemerintah 
islam dari orang laki-laki  non-muslim,  merdeka, balig, berakal, sehat,  dan 
kuat, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka.
64
 
       Pemerintah Islam boleh melakukan perjanjian akad dzimmah dengan 
non-muslim yang ingin menetap di dar al-Islam. Namun dalam menentukan 
non-muslim mana yang termasuk ahl al-dzimmah ini, ulama berbeda 
pendapat. Menurut kesepakatan ulama, ahl al-dzimmah adalah mereka yang 
termasuk ke dalam kategori ahl al-kitab, yaitu Yahudi, Nashrani, dan 
Majusi. Penganut agama ini dapat diterima untuk mengadakan perjanjian 
dengan pemerintah Islam. Penganut Majusi dikelompokkan kepada ah al-
kitab lainnya, meskipun kemudian mereka tinggalkan. Jadi pada prinsipnya 
penganut Majusi bukan ahl al-kitab. Kewajiban jizyah yang dibebankan 
kepada mereka adalah berdasarkan praktik Nabi SAW.
65
 
       Konsep ahl al-dzimmah merupakan cikal bakal munculnya konsep 
penomorduaan terhadap non-Muslim. Ahl al-dzimmah adalah komunitas 
non-muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung 
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 jawab dan jaminan kaum muslimin. Mereka  mendapatkan perlindungan dan 
keamanan serta mendapatkan hak hidup dan bertempat tinggal di tengah 
mayoritas muslim. Dalam kitab fiqh klasik, ahl al-dzimmah dituntut 
melaksanakan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan 
setara sebagaimana komunitas muslim lainnya.  Atas pendapat inilah, kaum 




       Secara bahasa kata “musta’min” merupakan bentuk ismi fa’il (pelaku) 
dati kata kerja ista’mana. Kata ini seakar dengan kata amana yang berarti 
aman. Dengan demikian, kata ista’mana mengandung pengertian “meminta 
jaminan keamanan”, dan orang yang meminta jaminan tersebut disebut 
musta’min. Menurut pengertian ahl fiqh, adala orang yang memasuki 
wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, 
baik ia Muslim maupun harbiyun. Menurut al-Dasuki antara musta’min dan 
mu’ahid mempunyai pengertian yang sama. Mu’ahid adalah orang non-
Muslim yang memasuki wilayah dar al-hatb. Musta’min adalah orang yang 
memasuki wilayah dar al-Islam sebagai utusan perdamaian., anggota korps 
diplomatik, pedagang/investor, atau orang-orang yang berhijrah. Mereka 
yang menetap di dar al-Islam dapat berubah status menjadi dzimmi melaluli 
perjanjian yang dibuat dengan pemerintah Islam.
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        Sementara pendapat lain mengatakan, musta’min adalah warga negara 
non-muslim yang memasuki negara Islam dengan aman.
68
 Musta'min 
Adalah orang luar yang masuk ke negara lain dengan izin masuk (al-aman), 
baik Muslim atau kafir harbi.  Jika seorang Muslim masuk ke Darul Harb / 
Darul Kufur, dia tidak dapat mengambil harta kafir di Darul Harb tersebut, 
misalnya dengan mengambil (as-sariqah) atau merampas (al-ghashab). 
Penyebab, seorang Muslim yang ikut dengan perjanjian yang Dia lakukan 
(al Muslim 'inda syurutihim). Biarkan seorang Muslim boleh masuk ke 
Darul Harb, seorang kafir harbi juga boleh masuk ke dalam Daulah 
Islamiyah. Rasulullah saw. Telah memberikan Jaminan keamanan kepada 
kaum kafir pada saat Fath Makkah. Rasulullah saw. bersabda (yang berarti, 
"Siapa saja yang menutup pintu, maka berarti dia aman." (HR. Muslim).
69
 
       Istilah musta’min juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan 
ahl al-dzimmi yang memasuki wilayah dar al-harb dengan mendapat izin 
dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama 
mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke dar al-
Islam sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, 
selama ini tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi harbiyun. Sementara 
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 4. Harbiyun 
       Kata harbiyun berasal dari harb, berarti “perang”. Kata ini digunakan 
untuk pengertian warga negara dar al-harb yang tidak menganut agama 




       Sementara Kafir Harbi adalah setiap orang kafir yang tidak tercakup di 
dalam perjanjian (dzimmah) kaum muslim, baik orang itu kafir mu’ahid 
atau musta’min, ataupun bukan kafir mu’ahid dan kafir musta’min. Ditinjau 
dari aspek hukum, kafir harbi dibagi menjadi dua, yaitu kafir harbi 
hukman, artinya secara de jure (secara hukum) kafir harbi, dan kafir harbi 
fi’lan atau kafir harbi haqiqatan (de facto) yakni orang-orang kafir yang 
tengah berperang/memerangi kaum Muslim.
72
 
C. Pemberlakuan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam Fiqh 
siyasah 
       Sejarah hak warga negara di dalam Islam sudah berlangsung ketika 
manusia ini sudah diturunkan oleh Allah untuk menjadi khilafah di muka bumi 
ini. Perkembangan perpolitikan di dalam Islam terjadi pada saat Nabi 
Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk menyampaikan risalah-Nya kepada 
umat manusia agar berkehidupan dengan cara yang baik dan benar. Peristiwa 
ketatanegaran Islam yang memang khusus mengkaji pembahasan hak-hak 
warga negara di dalam Islam terjadi pada saat adanya Piagam Madinah. 
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 Dokumen Piagam Madinah merupakan sumber ide yang mendasari negara 
Islam pada awal pembentukannya, dokumen ini telah diakui otentik.
73
 
       Bagi Miriam Budiharjo strategi yang dilakukan Nabi dalam ilmu politik 
telah menunjukan bukti kekuasaan politik berfungsi mengawasi, menertibkan 
dan mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tanpa adanya dominasi 
kekuasaan terhadap suku, ras tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.
74
 Apa 
yang dikatakan Miriam Budiharjo, sejalan dengan pandangan Nurcholis 
Madjid bahwa manusia hidup dalam suasana kerjasama antagonistis, penuh 
konflik dan persaingan. Adanya aturan tentang hubungan antar sesama manusia 
sekalipun terkesan ada unsur pemaksaan, tujuannya adalah untuk kebaikan 
bersama umat manusia sekaligus menjadi pedoman hidup manusia modern.
75
 
        Hubungan antar sesama masyarakat dalam sebuah kekuasaan politik 
berada dalam sebuah konsep warga negara (citizenship) saat itu didasarkan 
pada keyakinan, bukan berdasarkan wilayah teritorial. Sekalipun kriteria warga 
negaranya berdasarkan agama/keyakinan, tidak berarti Islam melarang warga 
non muslim berdomisili di wilyah kekuasaan Islam. Penerimaan warga non-
muslim yang berdomisili di wilayah Islam sangat terkait dengan konsep negara 
yang bersifat teologis. Jadi identitas warga negara didasarkan pada agama, 
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       Sebagai perwujudan dari bentuk kesepakatan masyarakat yang telah 
membuat kontrak sosial untuk membangun sebuah sistem pemerintahan, segala 
konsekuensinya semua masyarakat selalu taat dan patuh menjalankan hak-hak 
mereka sebagai warganegara. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan 
Islam terdapat beberapa istilah sebagai identitas warganegara Islam yaitu 
Muslim, zhimmi, musta’min. 77 
       Istilah musta’min juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan ahl 
al-dzimmi yang memasuki wiayah dar al-harb dengan mendapat izin dan 
jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka 
hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke dar al-Islam 
sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama 
dia tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi harbiyun. Sementara itu, ahl 




       Namun demikian, jika musta’min itu seorang kafir harbi yang masuk ke 
negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jadi, izin masuk 
(al-aman) hanya diberikan misalnya untuk satu bulan, dua bulan, atau lebih di 
bawah satu tahun. Hal ini karena seorang harby dibiarkan tinggal di dar al-
Islam tanpa ditarik jizyah. Padahal jizyah dipungut satu tahun sekali. Mungkin, 
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 maksimal harby, boleh tinggal tanpa jizyah selama satu tahun. Jika dia tinggal 
lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar 
jizyah atau keluar dari dar al-Islam. Jika dia membayar jizyah, berarti dia 
menjadi ahl al-dzimmah atau warga negara khilafah. Jika dia keluar akhir 
tahun, dia tidak wajib membayar jizyah. 
79
 
       Hukum orang musta’min pada dasarnya sama dengan hukum ahl al-
dzimmah. Jika dia membutuhkan pertolongan, misalnya jiwanya terancam, 
negara wajib melindunginya. Jika melakukan kejahatan, dia akan dikenai 
hukuman yang disetujui ahl al-dzimmah, kecuali hukuman peminum khamr. 
Hal ini karena dar al-Islam adalah tempat yang menerapkannya hukum-hukum 
syari‟at terkait tanpa melihat bulu, baik terhadap orang Islam, ahl al-dzimmah, 
maupun musta’min. 80 Ajaran Islam membolehkan dar al-Islam menerima 
permohonan non-Muslim untuk meminta jaminan keamanan berdasarkan surat 
at-Taubah ayat 6, yaitu sebagai berikut: 
                   ه
ّٰللٱ     
               
Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta 
perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat 
mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang 
aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak 




       Berdasarkan ayat ini, permohonan orang musyrik harbiyun untuk 
mendapatkan jaminan keamanan di dar al-Islam harus dikabulkan. Keamanan 
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 ini meliputi keselamatan diri, harta, transaksi yang dilakukannya, bahkan 
keluarga mereka juga. Ia tidak hanya dibolehkan menetap di dar al-Islam, 
tetapi juga melakukan hubungan muamalah dengan umat Islam serta saling 
tolong menolong. Dengan jaminan ini, mereka tidak dibebankan membayar 
jizyah. Jaminan keamanan untuk mereka berlaku sesuai dengan masa yang 
ditetapkan dalam perjanjian dengan dar al-Islam. Namun mazhab Syafi‟i 
membatasi masa aman tidak melebihin empat bulan, selama musta’min tersebut 
bukan musafir dan utudan politik. Berakhirnya masa aman bagi mereka terkait 
dengan berakhirnya dengan kepentingan atau urusan musta’min itu sendiri. 
Pembatasan masa aman ini dikhususkan hanya bagi laki-laki, sedangkan bagi 
perempuan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu.
82
 
       Menurut mazhab Maliki, keamanan yang tidak dibatasi oleh waktu dengan 
sendirinya berakhir setelah melewati masa empat bulan. Adapun keamanan 
yang dibatasi waktu tertentu berakhir sesuai masanya selama perjanjian 
tersebut tidak dibatalkan. Mazhab Hanafi dan Syi‟ah Zaidiyah membatasi masa 
aman maksimal selama setahun. Bila lewat masa setahun, maka si musta’min 
wajib membayar jizyah kepada pemerintah Islam, sebagaimana halnya ahl al-
dzimmi. Sementara mazhab Hanbali memberi batasan waktu yang lebih luas 
dan lama, yaitu empat tahun. Ahmad Ibn Hanbal merujuk pendapatnya 
berdasarkan pada kenyataan sejarah bahwa para anggota korps diplomatik 
memperoleh jamin keamanan selama tiga hingga empat tahun.
83
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        Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai 
bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini 
terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. 
Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua 
sumber terpenting dalam hubungan damai antara negara masa itu. Walaupun 
demikian, gejala hubungan antara negara yang sering terjadi pada saat itu lebih 
banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi semacam olah raga tahunan 
bagi suku-suku bangsa tertentu. Dalam keadaan demikian, perang menjadi 
dasar hubungan di antara mereka. Setiap negara yang ada selalu dituntut untuk 
senantiasa mempersiapkan diri untuk berperang, baik dengan cara 




       Di antara berbagai peradaban yang ada di dunia ini dapat dipastikan bahwa 
peradaban yang terdahulu akan memberikan pengaruh kepada peradaban yamg 
datang kemudian. Dengan demikian, maka kebudayaan Islam memberikan 
pengaruh kepada kebudayaan barat yang datang kemudian. Selain sentuhan-
sentuhan budaya pada waktu damai, terutama dengan melalui perguruan-
perguruan Islam masa itu, seperti sentuhan budaya antara Islam dan Barat pada 
waktu perang, yaitu pada peran salib. Islam pada waktu perang memperkenalkn 
perilaku-perilaku dan keperwiraan muslim di dalam perang, baik terhadap 
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D. Ketenagakerjaan dalam Pandangan Islam 
       Manusia diciptakan Allah SWT., sebagai Khalifah di muka bumi untuk 
mengatur dan memanfaatkan serta mengeksploitasi segala macam sumber daya 
alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini 
tentunya menuntut adanya peran dan tanggung jawab manusia untuk mengelola 
dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Dalam upaya mengoptimalkan 
fungsi, peran dan tugasnya Allah SWT memerintahkan agar manusia berusaha 
semaksimal mungkin untuk dapat merubah dan meningkatkan serta 
memperbaiki taraf hidupnya di dunia. Perintah tersebut dapat dipahami bahwa 
setiap manusia wajib menjadi tenaga kerja yang produktif, dan bekerja untuk 




       Secara alami manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga untuk 
menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk menyambung hidupnya. 
Kebutuhan-kebutuhan manusia itu sangat beragam dan tidak mungkin 
terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya, karena itu dalam kehidupan 
seseorang dalam masyarakat (society) akan terjadi saling menukar hasil 
tenaganya dengan tenaga orang lain. Atas dasar inilah maka individu yang 
hidup dalam masyarakat akan mencurahkan tenaganya dalam rangka 
menghasilkan harta untuk bisa langsung dihabiskan dan ditukar, bukan sekedar 
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 menghabiskan tenaganya secara langsung sebab kebutuhannya banyak dan dia 
membutuhkan harta yang tidak dia miliki serta membutuhkan pemenuhan dari 
tenaga orang lain secara langsung, misalnya pendidikan dan kesehatan
87
 
       Seberapapun kuat dan perkasanya seseorang, tenaga yang dihasilkan tidak 
akan mungkin cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya 
bagaimanapun bentuk dan ragamnya, karena manusia adalah makhluk yang 
memiliki keterbatasan yang memang tidak mungkin memenuhi semua 




       Konsep keterpakasaaan menuntut manusia sebagai makhluk sosial yang 
tidak bisa untuk hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain 
berupa tenaga dan waktu, oleh karena itu dalam Islam timbul satu aturan 
transaksi kerjasama yang dikenal dengan Ijarah yaitu transaksi jual beli jasa 
dan manfaat yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta perlindungan 
hukum terhadap berbagai pihak termasuk kepada pekerja.
89
 
       Dalam ajaran syari‟at Islam secara umum manusia pada dasarnya adalah 
merupakan makhluk pekerja, sekaligus makhluk pembangun, sehingga itulah 
bekerja atau beramal saleh dalam ajaran Islam adalah merupakan suatu 
kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Akan tetapi 
bidang pekerjaan tersebut hendaklah mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh 
makhluk. Berdasarkan hal ini, maka Islam memandang aspek ketenagakerjaan 
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 adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka mewujudkan 
kehidupan bahagia di dunia dan lebih khusus di akhirat.
90
 
       Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan 
untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan 
manusia memiliki harta kekayaan. Pada saat sekarang ini sangat banyak 
berbagai macam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai 
dengan keahliannya masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan dapat dilakukan 
seseorang asalkan tidak menyalahi syariat Islam. Salah satu pekerjaan yang 
dapat dilakukan yaitu menjadi karyawan pada usaha air minum dan menerima 
upah dari pekerjaan tersebut.
91
 
       Nabi Muhammad SAW mengusahakan sebuah program untuk emansipasi 
dan kesejahteraan para budak. Meskipun yang dilakukan Nabi Muhammad 
adalah  arahan-arahan sederhana, sebenarnya mengenai hak asasi manusia 
termasuk hakhak buruh atau tenaga kerja yang disebutkan dalam Al-Quran, 
Hadist bahkan hak  asasi manusia (HAM) yang ada dalam Al-Quran dan Hadist 




1. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak untuk 
mendapatkan perlindungan dan kehormatan nama baik.  
2. Hak bebas memilih agama, hak untuk bebas berfikir dan berbicara, hak atas 
jaminan sosial.  
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 3. Para buruh harus mendapatkan upah yang semestinya dan hidup yang layak. 
4. Buruh juga tidak dapat diberikan pekerjaan melampaui batas 
kemampuannya. 
5. Buruh juga harus mendapatkan bantuan medis jika sakit dan dibantu biaya 
perawatan. 
6. Pengusaha harus diberikan dorongan untuk menafkahkan sedekah mereka 
pada para pekerja dan anak-anak.  
7. Pengusaha membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama dalam 
bekerja.   
8. Buruh wajib diperlakukan dengan baik.  
9. Buruh harus mendapatkan hak persamaan dan kedudukan. 
       Dalam sebuah lingkungan pekerjaan hubungan kerja antara majikan dan 
buruh harus dijaga dengan baik. Karena jika diantara majikan dan buruh tidak 
terjalin dengan baik maka akan terjadi konflik dalam sebuah hubungan 
pekerjaan. Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan 
persaudaraan, dengan cara tersebut maka tidak akan terjadi benturan dalam 
kepentingan masing-masing. Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka 
sangat dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan menghormati 
hak-hak orang lain.
93
 Hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi 
pekerjaan adalah sebagai berikut:
94
 
1. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati 
kehidupan yang layak.  
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 2. Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.  
3. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika 
mereka melakukan kesalahan selama bekerja. 
4. Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar 
biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.  
5. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang 
terjadi dalam pekerjaan. 
        Majikan bertanggung jawab menjamin kepastian kerja bagi para pekerja.
95
 
Karena kekayaan yang merupakan hasil kerjasama antara pekerja dengan 
majikan itu diakui oleh Islam. Akan tetapi, posisi pekerja termasuk lemah 
karena kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan majikan. Maka 




       Menurut M.Quraisy Shihab dalam bukunya tafsir Al-Misbah menafsirkan 
maksud dari ayat tersebut yaitu Allah telah membebankan kaum lelaki dan 
wanita  dengan berbagai pekerjaan. Masing-masing keduanya tidak boleh iri 
terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya. Allah telah 
mengkhususkan bagi yang lainnya. Allah telah mengkhususkan pekerjaan-
pekerjaan rumah bagi kaum wanita,dan pekerjaan-pekerjaan berat diluar rumah 
bagi kaum lelaki, agar masing-masing dapat menekuni pekerjaannya sendiri 
dan mengerjakan kewajiban dengan ikhlas hendaknya masing-masing 
memohon pertolongan dan kekuatan Rabb-nya dengan melaksanakan 
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 pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Dan jangan iri hati terhadap apa yang 
dibebankan kepada pihak lain. Termasuk kedalam larangan ini adalah iri hati 
terhadap segala perkara yang sifatnya Khilkiyyah (ciptaan), seperti akal 
keindahan, karena tidak ada gunanya iri hati terhadapnyabagi orang yang tidak 
diberi hal itu. Tidak termasuk kedalam larangan ini adalah perkara-perkara 
yang menyangkut mata pencarian, karena seseorang diuji untuk melihat apa 
yang telah diperoleh oleh orang lain, lalu berangan-angan seperti mereka atau 
lebih baik padanya dengan berusaha dan bersungguh-sungguh.
97
 
       Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang 
lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. 
Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan 
kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat 
bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena 




       Upah adalah hak/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan.
99
 Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional: Upah adalah 
suatu penerimaan sebagai kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau 
akan dikerjakan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak 
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 bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang 
yang  ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan 




       Seorang majikan Muslim tidak dapat dikatakan orang yang beriman, jika 
niatnya semata-mata mencari keuntungan dalam industrialisasi. Sebaliknya 
seorang majikan Muslim dapat dikatakan orang yang beriman jika dia lebih 
mengutamakan kebaikan masyarakat termasuk orang-orang yang bekerja 
dengannya. Karena semangat berbuat baik dan cinta kepada sesama yang 
diajarkan Islam telah tumbuh dalam jiwa orang-orang yang beriman. Perhatian 
majikan terhadap pekerjanya tidak hanya pada upahnya saja. Akan tetapi 
majikan juga harus memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan para 




       Kewajiban para pekerja juga harus jelas supaya mereka dapat bekerja 




1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan 
tersebut merupakan pekerjaan yang khas.  
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.  
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.  
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 4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk 
dikerjakan, sedangkan jika bentuk pekerjaan berupa urusan hendaklah 
mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya. 
       Perlindungan terhadap buruh sebagaimana yang telah diatur dalam Islam 
sangatlah jelas dan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi 
seluruh umat manusia termasuk buruh atau tenaga kerja. Perlindungan yang 
diberikan Islam kepada buruh atau tenaga kerja yaitu berupa larangan adanya 
penindasan atau kezhaliman yang berupa diskriminasi serta menganjurkan 
pemberian perlindungan terhadap hak-hak buruh atau tenaga kerja seperti yang 




E. Tinjauan Pustaka 
       Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis 
tentang hasil penulisan terdahulu (preliminary reasearch) tentang persoalan 
yang akan dikaji dalam skripsi. 
       Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan 
Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui 
penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, 
penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara 
lain: 
1. Muslimah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 
Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, dengan judul 
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 skripsi “Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing 
Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-Phi/2013”. Latar belakang dari 
skripsi tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-
PHI/2013 yang merupakan putusan dalam perkara perselisihan hubungan 
industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak antara 
Stephen Michael Young, Warga Negara Australia dan PT. Siemens 
Indonesia. Pada perkara tersebut, Stephen telah bekerja di PT. Siemens 
Indonesia secara kontinu selama 13 (tiga belas) tahun. Dan juga 
Employment Agreement tersebut juga mensyaratkan adanya masa 
percobaan selama 3 (tiga) bulan. Lalu PT. Siemens juga mempekerjakan 
Stephen dari tahun 1999 s/d 2001 tanpa adanya perjanjian kerja sehingga 
perselisihan timbul ketika PT. Siemens Indonesia melakukan  pemutusan  
hubugan  kerja  secara   sepihak kepada Stephen Michael Young. 
       Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah 
dijabarkan sebelumnya yakni adanya Implementasi Pembatasan 
Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum 
Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2013, maka dapat dirumuskan permasalahan 
dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembatasan hukum Tenaga Kerja 
Asing terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Siemens 
Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pembatasan hubungan kerja TKA 
 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
       Tinjauan Umum Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam 
Hubungan Kerja Waktu Tertentu Pembatasan Tenaga Kerja Asing (TKA) 
dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui perizinan, dimana pemberi kerja 
yang ingin memperkerjakan TKA wajib memilki izin tertulis dari menteri 
atau perjabat yang ditunjuk, penggunaan TKA hanya sebatas pada jabatan 
tertentu, yaitu melalui penentuan syarat standar kompetensi yang hanya 
jabatan yang memiliki syarat keahlian dan keterampilan yang diizinkan 




2. Saputri Ratu Penghuni dari Universitas Bandar Lampung, Fakultas 
Hukum, Program Studi Hukum Tatanegara, dengan judul skripsi 
“Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga 
Kerja Kota Bandar Lampung”. Latar belakang dari skripsi tersebut yaitu 
Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Provinsi Lampung banyak 
yang tinggal di Kota Bandar Lampung dan yang menggunakan tenaga 
kerja asing tersebut tentunya sudah memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat bekerja diperusahaan yang 
mengajukan izin penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia khususnya 
di kota Bandar Lampung. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing 
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 (IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan oleh direktur atau gubernur 
atau bupati/walikota, melalui dinas tenaga kerja, maka dalam hal ini dinas 
tenaga kerja Kota Bandar Lampung mempunyai tugas dalam hal 
perpanjangan dan tentunya tentang pengawasan tenaga kerja asing yang 
bekerja selama ini di Kota Bandar Lampung. 
       Dari uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut bagaimanakah 
pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja 
Kota Bandar Lampung dan apakah faktor penghambat dan pendukung 
dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Bandar 
Lampung. 
       Proses pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh 
dinas tenaga kerja kota bandar lampung terhadap perusahaan yang 
menggunakan tenaga kerja asing yaitu melalui pemberian izin 
memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja 
Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor pengngambat dalam pemberian Izin 
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja 
Kota Bandar Lampung antara lain: 
a. Pihak pengguna TKA lalai,dengan sengaja tidak mengurus perpanjangan  
Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).  
b. Kurangnya kordinasi antara kantor imigrasi yang menerbitkan izin 
tinggal dengan Disnakertrans Provinsi Lampung atau Depnakertrans 
 sebagai instansi yang mengeluarkan izin memperkerjakan tenaga kerja 
asing.  
c. Lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Tenaga Kerja Kota 
Bandar Lampung terhadap TKA yang ada di kota bandar lampung. 




3. Abharina Atikah Sari dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan 
judul skripsi “Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon”. Latar 
belakang dari skripsi tersebut yaitu Kedatangan Tenaga Kerja Asing 
mempunyai kemungkinan dampak negatif apabila terjadi pelanggaran 
terhadap dokumen ketenagakerjaan, izin tinggal, visa, atau ketentuan 
perundangan lainnya. Sehingga diperlukan pengawasan yang efektif dari 
Pemerintah Daerah. Karena jika tidak dilakukannya pengawasan yang 
efektif maka dikhawatirkan akan terus terjadi penyimpangan atau 
pelanggaran oleh Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon. Dari uraian diatas 
dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai “Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon”. 
       Rumusan masalah akan memberikan suatu arahan yang jelas untuk 
mengadakan penelaahan, serta hasil analisis itu sendiri akan lebih nyata, 
sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena 
dapat membantu memperjelas pengkajiannya. Sehubungan dengan itu 
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 penulis merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana pengawasan 
terhadap Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon. 
       Berdasarkan temuan-temuan peneliti di lapangan dan hasil penelitian, 
peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota 
Cilegon dilakukan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait dan 
membuat tim pengawasan orang asing atau Timpora. Pengawasan 
dilakukan dengan akurat dan tepat waktu serta menyeluruh dengan 
mengawasi ke perusahaan-perusahaan yang memiliki Tenaga Kerja 
Asing. Adapun biaya untuk melakukan kegiatan pengawasan yang 
diperoleh dari APBD dan adanya pendapatan yang diperoleh dari retribusi 
izin tenaga kerja asing. Namun dalam pengawasannya masih dikatakan 
belum maksimal, hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya yaitu, 
kurangnya sumber daya manusia yang memadai, jumlah petugas 
pengawas dalam Timpora belum memadai karena di setiap instansi hanya 
diambil 2 orang untuk pengawasannya, sedangkan jumlah Tenaga Kerja 
Asing di Kota Cilegon yang harus diawasi tercatat pada tahun 2016 
sebanyak 1240 TKA. Sehingga terdapat ketimpangan antara jumlah 




       Maka dengan demikian dari beberapa skripsi di atas, terdapat perbedaan 
dengan skipsi yang sedang saya bahas. Skripsi yang saya teliti membahas 
tentang prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden 
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 Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta melihat 
bagaimana perspektif Islam memandang hal tersebut. Dalam skripsi ini 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 
20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam pasal 10 
yang berbunyi setiap pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus 
memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang 
disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat: 
alasan penggunaan TKA, jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur 
organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, dan penunjukan 
tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. 
2. Prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 
20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing tidak bertentangan 
dengan hukum Islam, sebab di dalam siyasah dauliyah, istilah musta’min 
juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan ahl al-dzimmi yang 
memasuki wiayah dar al-harb dengan mendapat izin dan jaminan keamanan 
dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap 
sementara di tempat tersebut dan kembali ke dar al-Islam sebelum izinnya 
habis. Dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 juga demikian, TKA 
yang masuk ke Indonesia harus mendapat izin terlebih dahulu, apabila 
izinnya habis bisa diperpanjang atau kembali ke negara asalnya. 
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